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ABSTRAK

Praktek Sandak-Tanggep Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi
di Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi
Nusa Tenggara Barat). Skripsi. Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah
dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Praktek sandak-tanggep di Desa Paok Lombok mengandung arti
mendapatkan hak pakai atas tanah penyandak dengan cara memberikan sejumlah
uang sesuai kesepakatan. Durasi hak pakai tidak ditentukan di awal transaksi
dimana jika penyandak ingin mengambil tanah sawah atau kebunnya maka ia
harus mengembalikan uang sebesar yang diterimanya di awal transaksi. Latar
Belakang Penelitian ini bahwa praktek sandak-tanggep ini menjadi sebuah
praktek yang umum dilakukan di desa Paok Lombok terhadap tanah sawah atau
kebun. Praktek sandak-tanggep ini jarang bahkan tidak dilakukan pada barang
yang lainnya. Oleh karena praktek ini umum dilakukan atas tanah sawah dan
kebun penyusun merasa penasaran ingin mengetahui apa penyebab dari praktek
tersebut. Praktek sandak-tanggep di desa Paok Lombok ini merupakan praktek
yang sangat unik karena jarang terjadi di daerah lain. Mayoritas penyandak adalah
kelas ekonomi menengah ke atas sedangkan mayoritas penanggep kelas ekonomi
menengah ke bawah. Fakta ini sangat jarang bahkan tidak penyusun temukan pada
daerah yang lainnya. Di samping itu praktek sandak-tanggep ini tidak diatur
secara khusus dalam sumber ajaran Islam. Kendati memiki kemiripan dengan
rahn dan bai’ al-wafa dalam hukum Islam, tetapi praktek ini memiliki perbedaan
yang mendasar.

Penelitian yang penyusun lakukan vyaitu penelitian kualitatif bersifat
deskriptif analitik komparatif dimana penyusun menggambarkan pokok
permasalahan yang diteliti kemudian dianalisis untuk menemukan teori yang
relevan, setelah menemukan teori maka akan dilakukan perbandingan
menggunakan teori-teori tersebut. Sumber data yang penyusun gunakan yaitu
sumber data primer yaitu penulis datang ke lokasi penelitian dan bertanya
lansung kepada subyek penelitan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian
ini adalah kolaborasi pendekatan normatif dan sosiologis dengan menggunakan
dan menjelaskan kembali teori muamalat melihat sisi sosiologis dalam teori
tersebut, sehingga praktek sandak-tanggep yang terjadi di desa Paok Lombok ini
apakah sesuai dengan dengan prinsip-prinsip dan tujuan ajaran Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek sandak-tanggep belum
diatur secara khusus dalam sumber-sumber hukum Islam baik itu al-Qur’an
maupun sunnah. Praktek sandak-tanggep berdasarkan rukun sah karena
memenuhi semua unsur. Praktek sandak-tanggep berdasarkan tujuan syarat dan
syara’ sah dan halal dilakukan karena tidak bertentengan dengan tujuan syarat dan
syara’ yaitu untuk kemaslahatan ke-dua belah pihak. Praktek sandak-tanggep
memiliki kemiripan yang signifikan dengan gadai pada hukum adat, perbedaan
terletak pada kondisi ekonomi antara penyandak dan penanggep yang berbanding
terbalik dengan gadai dalam hukum Adat. Perbedaan juga terletak pada tanah
sandaan/tanggepan tidak boleh disandak oleh penanggep kepada orang lain.
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MOTTO

Janganlah kamu mengikuti
sesuatu yang kamu tidak memiliki
pengetahuan tentangnya

Tak ada waktu yang lebih
berharga dari waktu muda.
Menyiakannya berarti menyiakan
kehidupan.

Menyiakan kehidupan adalah
kehancuran.
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, bersumber dari
pedoman Arab-Latin yang diangkat dari Keputusan Bersama Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987
dan Nomor 0543 b/U/1987, selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan huruf, dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan
huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus,

sebagai berikut :

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
| alif Tidak Tidak dilambangkan
dilambangkan
< ba’ B Be
< Ta’ T Te
< sa $ es (dengan titik di atas)
z jim J Je
z ha h ha(dengan titik di bawah)
z Kha Kh ka dan ha

VI




2 dal D De

A zal Z zet (dengan titik di atas)
B ra R Er

J zai y4 Zet

o sin S Es

o syin Sy es dan ye
o= sad S es (dengan titik di bawah)
o= dad d de (dengan titik di bawah)
L ta t te (dengan titik di bawah)
L za z zet (dengan titik di bawah)
& ‘ain ‘ koma terbalik ( di atas)
d gain G Ge

< fa F Ef

3 qaf Q Qi

4 kaf K Ka

J lam L El




N mim M Em
o nun N En
) wau W We
> ha H Ha
2 hamzah ‘ Apostrof
< Ya’ Y Ya
2. Vokal
a. Vokal Tunggal :
Tanda/VVokal Nama Huruf Latin Nama
Fathah a A
Kasrah [ I
Dammah u U
b. Vokal rangkap :
Tanda Nama Huruf Latin Nama
S e Fathah dan ya Ai a-i
. Fathah dan Au a-u
Wau
Contoh :
s ---- kaifa haula




c. Vokal Panjang (maddah)

Tanda Nama Huruf Latin Nama
\ Fathah dan alif a A dengan garis di
atas
< Fathah dan ya a A dengan garis di
atas
¢ Kasrah dan ya 1 I dengan garis di atas
s Dammah dan wau a U dengan garis di
atas
Contoh :
Jé ---- qala Jé ----gila

= O ---- rama

3. Tamarbutah

Js& ---- yaqilu

a. Transliterasi Ta’ Marbiitah hidup adalah "t".

b.

Transliterasi "mati adalah "h".

Jika Ta’ Marbitah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "J" ("al-

"), dan bacaannya terpisah, maka Ta’ Marbiitah tersebut ditransliterasikan

dengan"h".

Xi




Contoh :

Jaba¥) da gy —meme raudah al-atfal
5 gralliiaall —oemeee al-Madinah al- Munawwarah
Al - Talhatu atau Talhah

4. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi syaddah dan fasydid dilambangkan dengan huruf yang sama,
baik ketika berada di awal atau akhir kata.
Contoh :

J —mmeeee nazzala oA - al-birru

5. Kata Sandang "J!"

Kata sandang "J"  ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan tanda
penghubung "-", baik ketika bertemu dengan huruf gamariyyah maupun huruf
syamsiyyah.

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf capital, tetapi dalam transliterasi
huruf capital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti
ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak tertulis
dengan huruf capital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

Iy Y deasla g —mmmmme Wa ma Muhammadun illa rasul

Xii



XIl

KATA PENGANTAR

*JMOAA‘)S‘ALNM
a5 daaa o Al 5 8%all g duliadl g all Ao aadl A Cpallal) Gy &b el
jhana Aol Bia) g pall 9,33 4l plial aglll | cprallall daa ) bl Gl Cpabea gall
Oabibd) Guana T g2 8 Al g iy il g Cppallad) Gy b i JAT (s pglal g
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BAB |

PENDAHULUAN

Latarbelakang

Perilaku baik tidak hanya merupakan perbuatan individu, yang
berlandaskan pada niat baik, namun ia juga mengekpresikan aksi kolektif yang
berlandaskan pada maksud universal (universal intention), dideklarasikan dalam
wahyu Islam yang identik dengan fondasi yang positif dari kehidupan manusia.
Perilaku baik berdasarkan individual intention, sedangkan aksi kolektif
berdasarkan universal intention. Perilaku individu masuk dalam aksi kolektif
untuk menjamin objektifitas dan efesiensi. Niat individu juga disisipkan dalam
universal intention untuk lebih menjamin universalisme dan globalisme. Oleh
karena itu, kemungkinan hadirnya etika global dan solidaritas kemanusiaan sudah
diletakkan dalam basis universal intention dan aksi kolektif yang menyatu.*

Islam memberikan pedoman hidup kepada manusia bersifat menyeluruh,
meliputi segala aspeknya menuju tercapainya kebahagiaan hidup jasmani, rohani,
individual, sosial, dan dunia akhirat. Aturan hukum Islam bertujuan untuk

mendidik pribadi agar memiliki keperibadian yang mulia, menegakkan keadilan

! Hasan Hanafi, DKk, Islam dan Humanisme (aktualisasi humanisme islam di tengah krisis

humanisme universal, (Semarang: IAIN walisongo bekerjasama dengan Pustaka Pelajar), 2007, him.

12.



dalam masyarakat dan memenuhi kepentingan atau memelihara kebaikan hidup
yang hakiki.?

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkoadrat hidup
dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia
memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam
masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama
lain, disadari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya.
Pergaulan hidup tempat sesorang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan
orang lain disebut mu’amalat.’

Dalam pergaulan hidup ini tiap-tiap orang mempunyai kepentingan
terhadap orang lain. Timbullah dalam pergaulan hidup ini hak dan kewajiban.
Setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang lain dan dalam
waktu sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain.
Hubungan antara hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah hukum guna
menghindari terjaidinya benterokan antara berbabagai kepentingan. Kaidah-
kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup

masyarakat itu disebut hokum mu’amalat.*

2 Ahmad Azhar Basyir, Pokok-pokok Persoalan Filsafat hukum Islam, (Yogyakarta: Ull
Press), 2011, him. 45.

3 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Mualamalat (Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta:
UlI Press, cet ke 3), 2009, him. 11.

*Ibid. him. 12.



Dalam mengadakan klasifikasi aspek-aspek hukum Islam para fugaha
membatasi pembicaraan hukum mu’amalat dalam urusan keperdataan yang
menyangkut hubungan kebendaan. Dalam hukum mu’amalat dibicarakan
pengertian benda dan macam-macamnya, hubungan milik, pencabutan hak milik
perikatan-perikatan tertentu seperti jual beli, utang piutang sewa-menyewa dan
sebagainya®

Hukum Islam dalam memberikan aturan-aturan dalam bidang mu’amalat
bersifat amat longgar guna memberi kesempatan perkembangan-perkembangan
hidup manusia dalam bidang ini di kemudian hari. Hukum Islam memberikan
ketentuan bahwa pada dasarnya pintu perkembangan mu’amalat senantiasa
terbuka, tapi perlu diperhatikan jangan sampai perkembangan itu memberikan
kesempitan-kesempitan hidup pada suatu pihak oleh karena adanya tekanan-
tekanan.®

Suatu hal yang harus dicatat meskipun bidang mu’amalat menyangkut
pergaulan hidup yang bersifat duniawi, nilai-nilai agama tidak dapat dipisahkan
ini berarti pergaulan-pergaulan hidup duniawi itu akan mempunyai akibat di
akhirat kelak. Nilai-nilai agama dalam bidang mu’amalat itu dicerminkan oleh

adanya hukum halal dan haram yang harus selalu diperhatikan.’

*Ibid.
®Ibid, him. 13.

"Ibid.



Islam merupakan agama rahmatunli al-’alamin (rahmat untuk semesta
alam), oleh sebab itu merupakan suatu konsekwensi pemeluknya tersebar di
berbagai penjuru dunia. Karenanya dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan
dengan kemasyarakatan tentunya masing-masing komunitas memiliki ciri khas
lokal masing-masing dimana itu merupakan sunnatullah. Akibat dari itu semua,
banyak praktek-praktek mu’amalat yang tidak terdapat dalam budaya bangsa
Arab dahulu yang merupakan basis dari hukum Islam tetapi terdapat di daerah-
daerah lain. Dengan demikian dapat dikatakan praktek-praktek yang tidak
terdapat dalam bangsa Arab tersebut adalah tidak terdapat dalam al-Qur’andan
sunnah.

Salah satu praktek yang tidak ada dalam al-Qur’an dan sunnah namun
ada dalam praktek masyarakat Desa Paok Lombok yaitu sandak-tanggep. Praktek
sandak-tanggep yaitu tanah yang dimiliki penyandak (pemilik tanah) kepada
penanggep (penggarap) dengan jalan penanggep memberikan sejumlah uang
kepada penyandak sesuai kesepakatan, dengan ketentuan jika penyandak ingin
mengambil kembali tanah miliknya maka ia harus mengembalikan uang kepada
penanggep.

Perlu diketahui bahwa mayoritas para penyandak merupakan orang kelas
ekonomi menengah keatas bahkan mayoritas orang kaya (tuan tanah), sedang
penanggep merupakan orang kelas ekonomi menengah kebawah (miskin). Dalam

prakteknya yang memulai inisiatif terlebih dahulu untuk melakukan transaksi ini



adalah kedua belah pihak, kadangkala penanggep kadangkala juga penyandak.
Berdasarkan dari keterangan para pelaku kebanyakan yang berinisiatif terlebih
dahulu adalah penanggep, ini karena penanggep membutuhkan tanah untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama makanan, sedangkan penyandak
melakukan inisiatif terlebih dahulu disebabkan karena perilaku ekonomi,
misalkan ingin membeli barang dengan harga yang relatif tinggi seperti motor,
mobil, kambing, sapi, bahkan ada yang membeli tanah lagi, selain itu ada juga
untuk kepentingan biaya sekolah.
Beberapa motivasi yang mendorong penyusun melakukan penelitian pada
masalah ini yaitu:
1. Belum ada konsep dalam Hukum Islam.
Praktek sandak-tanggep secara khusus belum terdapat dalam kajian
Hukum Islam. Para peneliti sering menyamakannya dengan rahn karena
selalu melihat suatu kasus berdasarkan sisi persamaan dan perbedaan.
Akibatnya ketika ditemukan perbedaan dengan konsep rahn mereka
menganggap praktek tersebut menyimpang dari yang sebenarnya.
2. Umumnya para peneliti sebelumnya tidak mentolerir praktek gadai dalam
hukum adat dan menganggapnya sebagai praktek yang tidak dibenarkan.
Pada dasarnya praktek gadai dalam hukum adat mengandung tujuan
yang baik yaitu saling membantu antara warga masyarakat. Praktek yang

terjadi di masing-masing daerah bermacam-macamn tergantung pada adat



dan kebiasaan masing-masing. Demikian juga dengan praktek sandak-
tanggep berdasarkan asas saling bantu-membantu antar warga. Dalam
ptaktek sandak-tanggep tidak kita temukan penyandak lebih miskin dari
penanggep, yang terjadi adalah sebaliknya.

Dalam kajian hukum adat praktek sandak-tanggep sebagaimana yang
ditulis oleh Imam Sudiyat dalam bukunya ‘Hukum Adat Sketsa Asas’disebut
dengan beberapa nama, diantaranya menggadai (Minangkabau), adol sende
(Jawa), ngajual akad/gade (Sunda), yaitu menyerahkan tanah untuk menerima
bayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan: si penjual tetap berhak
atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.®

Lebih lanjut Imam Sudiyat menuliskan ciri-cirinya sebagai berikut:

Hak Pembeli Gadai
a. Menikmati manfaat yang melekat pada hak milik dengan pembatasan:
1) Tidak boleh menjual lepas tanah itu kepada orang lain
2) Tidak boleh menyewakan lebih dari satu musim lamanya (jual
tahunan).
b. Mengoperkan gadai (doorverpanden) ataupun menggadaikan
kembali/menggadaikan di bawah harga (onder vervanden) tanah tersebut
kepada orang lain, jika ia sangat memerlukan uang, sebab ia tidak dapat

memaksa si penjual gadai semula untuk menebus tanahnya.

8 Imam Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas, (Yogyakarta: Liberty), 1978, him. 32.



c. Mengadakan perjanjian bagi hasil/belah pinang/paruh hasil tanam/maro dan
sejenis itu.

Pihak penerima gadai setelah menegakkan hak gadai tersebut dihadapan
kepala persekutuan, dapat mengambil keuntungan sepenuhnya atas tanah yang
digadaikan tersebut, untuk menggarapnya atau mendirikan rumah di atasnya,
kemudian menyuruh menggarapdalam arti bagi hasil dan sebagainya dan
transaksi mana dapat diakhiri atau berakhir pada panen tertentu.®

Kemudian pihak penerima gadai atas tanah ini dapat pula bertindak
sebagai permberi gadai pada pihak lain. Bahkan selaku penerima gadai dapat
memindahkan hak gadai tersebut kepada pihak lain. Pada figur yang disebut
pertama dapat mengambil bentuk yang dalam bahasa Belanda disebut “onder-
vervanding” atau Penggadaian lebi lanjut, yang ini pihak pemberi gadai asli harus
diikut sertakan, satu dan lain karena disini terjadi perubahan dalam hubungan
hukum antara pemberi gadai yang lama dengan penerima gadai yang baru.*°
Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditentukan pokok

permasalahan sebagai berikut:

87.

® B. Ter haar Bzn, Asas-asas dan Tatanan Hukum Adat, (Bandung: Mandar Maju), 2011, him.

©1bid, him. 87.



1. Bagaimana praktek sandak-tanggepyang terdapat di Desa Paok Lombok
kecamatan Suralaga, kabupaten Lombok Timur, provinsi Nusa Tenggara
Barat.

2. Bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum Adat terhadap praktek
sandak-tanggepyang terdapat di Desa Paok Lombok, kabupaten Lombok
Timur, Nusa Tenggara Barat.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a) Mendeskripsikan praktek Adat sandak-tanggep di Desa Paok Lombok
kecamatan Suralaga, kabupaten Lombok Timur, provinsi Nusa
Tenggara Barat.

b) Untuk mengetahui perspektif hukum Islam dan hukum Adat terdahap
praktek adat sandak-tanggep di Desa Paok Lombok, kecamatan
Suralaga, kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

2. Kegunaan Penelitian
a) Secara praktis, penyusun mengharapkan dapat menjadi solusi bilamana

terjadi permasalahan dalam bidang hukum Islam utamanya dalam
praktek-praktek baru yang terjadi dalam masyarkat.

b) Secara teoritis, penyusun mengharapkan dapat menjadi referansi dalam

penelitian selanjutnya serta pengembangan hazanah hukum Islam.



D. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran penysusun terhadap beberapa referensi, belum ada
yang melakukan penelitian sebagaimana yang akan penyusun lakukan. Adapun
referensi yang penyusun maksudkan sebagai berikut:

Hukum Adat Sketsa Asas, ditulis oleh Imam Sudiyat, tepatnya pada bab 11
mulai dari halaman 32 membahas tentang Gadai yang berlaku di beberapa daerah
di Indonesia yang inti perbedaan dengan penelitian ini, yaitu dalam praktek
sandak-tangge, penanggep tidak boleh menyandak objek sandak berupa tanah
kepada orang lain, jadi hubungan perikatannya hanya kepada penyandak (pemilik
tanah).

Hukum Gadai Syariah, ditulis oleh Zainuddin Ali diterbitkan di Jakarta
oleh Sinar Grafika pada tahun 2008 membahas tentang Hukum Gadai Syariah.
Buku ini menjelaskan bahwa fungsi dari barang gadai (marhun) sebagai barang
jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai (murtahin) sehingga barang
tersebut dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai (mmurtahin). Namun, rahin bila
ingin memanfaatkan marhun harus seizin dengan murtahin. Hal itu berarti
kekuasaan pemanfaatan marhun berada pada murtahin. Pendapat penulis tersebut
menjadi kenyataan hukum dalam praktek pelaksanaan gadai pada umumnya di

Sulawesi baik gadai kendaraan bermotor, rumah, toko, empang, sawah, kebun,
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maupun yang lainnya.!*Nampaknya penulis buku ini mengelaborasi antara hukum
Islam dengan realita yang terjadi dalam mesyarakat.

Gadai Syariah di Indonesia (Konsep, Implementasi dan Istitusional),
ditulis oleh Abd Ghofur Anshori, diterbitkan oleh Gatjah Mada University press
cetakan kedua pada tahun 2011. Menurut (Sabig, 1987: 141-143), akad gadai
bertujuan untuk meminta kepercayaan dan menjamin hutang bukan mencari
keuntungan dan hasil. Tindakan pemanfaatan barang adalah tak ubahnya seperti
girad yang mengalirkan manfaat dan setiap bentuk girad yang mengalirkan
manfaat adalah riba. Keadaan seperti girad yang mengandung unsur riba ini, jika
borgnya bukan berbentuk binantang yang bisa ditunggangi atau binatang ternak
yang bisa diambil susunya. Jika berbentuk binatang atau ternak, murtahin boleh
memanfaatkan sebagai imbalannya memberi makan binatang ternak tersebut.
Murtahin boleh memanfaatkan binatang yang bisa ditunggangi seperti unta, kuda,
keledai dan lain sebagainya. Murtahin juga dapat mengambil susu sapi, kambing
dan lain sebagainya.*?

Selain itu buku ini juga sedikit menjelaskan gadai menurut hukum positif
dan hukum adat yang dinilai berbeda dengan gadai yang ada dalam hukum Islam
dimana hukum positif membatasi barang gadaian hanya pada barang bergerak

sedangkan dalam hukum adat yang dimaksudkan dengan barang gadai adalah

11 Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika), 2008, him. 44.

12 Abd Ghofur Anshori, Gadai Syariah di Indonesia Konsep Implementasi dan
Institusionalisasi, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), 2011, him. 118.
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tanah dengan ketentuan tanah tetap menjadi milik Penggadai dengan jalan
menebusnya.

Dahulu pada zaman tradisi Arab sebelum Islam datang, jika orang yang
menggadaikan barang tidak mampu mengembalikan pinjaman maka hak
kepemilikan barang gadai beralih ke pemegang gadai. Praktek semacam inilah
yang kemudian dibatalkan oleh Islam.*3

Skripsi Laila Isnawati mahasiswa Jurusan Muamalat Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga yang berjudul Pemanfaatan Gadai Sawah Di Dukuh
Brunggang Sangen, Desa Krajan, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo
(Sebuah Kajian Normatif Dan Sosiologi Hukum Islam) pada tahun 2008. Dalam
skripsinya penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Dari segi rukun dan syarat gadai tanah yang ada di Brunggang Sangen, sudah
sah ataupun sudah bisa dikatakan benar akan tetapi dalam pemanfaatan
barang gadai yang dilakukan oleh pihak murtahin secara penuh tidak
dibenarkan dalam hukum Islam, karena terdapat penyelewengan atau
melenceng dari ketentuan-ketentuan dari aturan-aturan syariat Islam. Hal ini
dilihat dari segi normatif hukum Islam bertentangan dengan nas al-Qur’an.
Hal tersebut dikarenakan dapat memancing adanya riba.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan adanya pemanfaatan yang dilakukan oleh
masyarakat dusun Brunggang Sangen, Kelurahan Krajan, Kecamatan Weru

Kabupaten Sukoharjo adalah:

B3Ibid. HIm. 121,
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a. Mayoritas penduduk Brunggang Sangen bermata pencaharian sebagai
petani dan merupakan golongan ekonomi menengah ke bawah. Hal ini
yang menyebabkan adanya praktek gadai sawah. Sudah menjadi prihal
yang biasa dalam kehidupan masyarakat yang kemudian berkembang
menjadi adat.

b. Keinginan saling tolong menolong antar sesama warga.

c. Paktor permasalahan ekonomi Penggadai yang mendesak. Dalam
pemanfaatan sawah yang dilakukan oleh masyarakat Brunggang Sangen,
kelurahan Krajan, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, yang
dilakukan oleh murtahin. Secara ekonomi praktek ini jelas eksploitatif.
Sebab pihak yang menggadaikan akan kehilangan mata pencahariannya,
karena status bukan lagi pemilik tanah, tetapi petani penggarap. Dalam
hukum Islam bahwa gadai merupakan akad tabarru’ seperti halnya
wadi’ah, gard, dan i’arah merupakan akad non profit, yang diilhami
semangat tolong menolong. Oleh karena itu upaya untuk mendapatkan
keuntungan darinya merupakan suatu pelanggaran terhadap prinsip
dasar (hikmah) disyariatkannya pegadaian. Dan tradisi yang ada di
Brunggang Sangen tergolong dengan adat yang fasid, sehingga tradisi
pemanfaatan gadai sawah yang dilakukan oleh murtahin tidak

diperbolehkan oleh hukum Islam, karena menyalahi tujuan
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disyari’atkannya gadai. Oleh karena itu kerelaan si rahin untuk

menguasakan jaminannya pada murtahin tidak dapat diterima.*

Skripsi Isti’anah mahasiswa jurusan Muamalat fakultas syariah UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Praktek Gadai Tanah Sawah Ditinjau
dari Hukum Islam (Studi di Desa Harjawinangun Kec. Balapulang Kab.Tegal.)
tahun 2009. Dalam skripsinya penulis berkesimpulan sebagai berikut: pertama
dari akad gadai tanah sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa
Harjawinangun, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, dari segi 7jab dan
gabul (sigat akad) sudah sah sesuai dengan ketentuan hukum Islam meskipun 7jab
gabul tersebut dilakukan secara lisan dan menggunakan bahasa daerah setempat
(yaitu Jawa) asalkan kedua belah pihak mengetahui maksud isi dari perjanjian
tersebut karena tidak ada ketentuan bahasa dalam sigar akad maka ijab gabul
yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan transaksi gadai sawah dipandang
sah.’®Sedangkan mengenai hal lainnya vyaitu tentang ‘agidani (rahin dan
murtahin) juga telah sah sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena masing-
masing pihak adalah orang yang sudah balig, berakal dan cakap bertindak hukum.

Meskipun ada sebagian rahin yang mewakilinya kepada perantara namun

14 Laila Isnawati, Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Brunggang Sangen Desa Krajan
Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo (sebuah kajian normatif dan sosiologi Hukum Islam, Skripsi
Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008, him. 124-125.

5Isti’anah, “Praktek Gadai Tanah Sawah ditinjau dari Hukum Islam Studi di Desa
Harjawinangun Kec. Balapulang Kab. Tegal, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2009, him. 72.
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perantara tersebut juga orang yang telah memenuhi keriteria di atas.!® Dari
marhun sendiri juga sah menurut hukum Islam karena sawah tersebut merupakan
barang yang sah untuk diperjual belikan jadi sah pula untuk digadaikan, namun
dari sisi serah terimanya tidak dibenarkan menurut hukum Islam karena rahin
tidak menyerahkan sertifikat sebagai bukti otentik karena sawah termasuk dalam
kategori benda yang tidak bergerak. Jadi hal ini tidak sah menurut ketentuan
hukum Islam.!’Sedangkan mengenai marAun bih (hutang) sudah terpenuhi. Tetapi
dalam kenyataannya hutang itu nilainya dikurskan dengan nilai emas meskipun
nilainya semakin banyak tetapi ini bukan merupakan tambahan yang
dipersyaratkan. Jadi secara keseluruhan analisis dari akad gadai tanah sawah telah
sah menurut ketentuan hukum Islam hanya saja dalam serah terima marhun tidak
sempurna karena rahin tidak menunjukan sartifikat tanahnya.'®Dari pemanfaatan
marhun (barang gadai) yang terjadi adalah dimanfaatkan sepenuhnya oleh
penerima gadai (murtahin) dan tidak ada bagi hasil antara rahin dan murtahin,
bagi hasil terjadi bilamana si penerima gadai tidak bisa mengolah tanah sawah
tersebut. Dengan dimanfaatkannya tanah sawah secara penuh oleh penerima
gadai, sesungguhnya hal ini tidak dibenarkan dan tidak sah menurut ketentuan

hukum Islam karena masih ada unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan

81bid.
7Ibid, him. 73.

81bid.
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serta tidak memelihara nilai-nilai keadilan dan tentunya hal ini sangat

bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam bermuamalah.*®

Skripsi M. Iskandar Asmayadu jurusan Perbandingan Mazhab dan

Hukum dengan judul “Status Pemampaatan Barang gadai menurut Imam Abu

Hanifah dan Imam Syafi’i tahun 2007. Dalam skripsinya penulis berkekesimpulan

sebagai berikut:

1.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa penggadai (rahin) tidak boleh
memanfaatkan harta gadai tampa izin murtahin. Begitupula murtahin tidak
boleh memanfaatkan barang jaminan tersebut tampa seizin rahin, sebab dia
hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya.

Sedangkan menurut Imam Syafi’i berpendapat bahwa pemegang barang
jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu, karena barang itu
bukan miliknya secara penuh. Sedangkan bagi rahin Imam Syafi’i
mengemukakan pendapat yang lebih longgar. Karena apabila pemilik barang
itu ingin memanfaatkan marhun (barang jaminan) tidak perlu meminta izin
dari pemegang barang jaminan tersebut. Alasannya barang itu adalah
miliknya dan seorang pemilik tidak boleh dihalang-halangi untuk
memanfaatkan hak miliknya. Akan tetapi pemanfaatan barang jaminan

(marhun) tidak boleh merusak barang itu, baik kualitas maupun kuantitasnya.

Ybid.
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3. Untuk barang gadai yang berupa hewan ternak, Imam Syafi’i berpendapat
apabila hewan itu dibiarkan saja tampa diurus oleh pemiliknya, maka
murtahin boleh memanfaatkannya, baik seizin pemiliknya maupun tidak.
Karena membiarkan hewan itu sia-sia, termasuk ke dalam larangan rasulullah
SAW. Imam Syafi’i mengatakan bahwa kebolehan memanfaatkan hewan
ternak yang dijadikan barang jaminan oleh pemberi piutang, hanya apabila
hewan itu dibiarkan saja tampa diurus oleh pemiliknya.

4. Imam Abu Hanifah maupun Imam Syafi’i sama-sama menggunakan surat al-
Bagarah ayat 283 sebagai dalil al-Qur’an dalam masalah gadai. Begitu juga
dengan hadis, beberapa hadis yang digunakan tentang hak atas

pemamnfaatan barang gadai juga sama.

20 M. Iskandar Asmayadi, Status Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Imam Abu Hanifah
dan Imam Asy-Syafi’i, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007, him. 84-85.
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Skripsi  Supriadi mahasiswa jurusan Muamalat Fakultas Syariah UIN

Sunan Kalijaga yang berjudul Gadai Tanah Pada Masyarakat Bugis dalam

Perspektif Hukum Islam tahun 2004. Dalam Skripsinya penulis berkesimpulan

sebagai baerikut:

1. Dari segi rukun dan syarat gadai yang ada di masyarakat Bugis di Kecamatan
Warang Sidenreng sudah sah atau sudah betul, tetapi dari pemanfaatan
barang gadai tidak dibenarkan dalam hukum Islam, karena terdapat
penyelewengan atau melenceng dari ketentuan-ketentuan atau aturan yang
telah digariskan dalam syar’at hukum Islam. Jadi tradisi yang berlaku
bertentangan dengan nas. Oleh karena itu dilarang untuk dilakukan.

2. Tanah gadai dapat dimanfaatkan oleh murtahin apabila mendapat izin dari
rahin sebagai pemilik tanah. Sedangkan hasilnya dapat dibagai sesuai dengan
kesepakatan.

3. Tradisi pemanfaatan gadai sawah dalam masyarakat Bugis di Kecamatan
Watang Sidenreng ditinjau dari segi maslahah dan mafsadah-nya ternyata
terdapat mafsadah atau mudarah bagi rahin walaupun rahin sudah
merelakannya dan murtahin tidak mensyaratkan adanya persyaratan tersebut
pada saat akad gadai terjadi. Tetapi demi untuk menjaga nilai-nilai keadilan

bagi rahin. Maka pemanfaatan tanah gadai oleh murtahin secara penuh
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seperti yang terjadi dalam masyarakat Bugis di Kecamatan Watang
Sidenreng tidak dapat dibenarkan atau tidak dapat ditolerir.?

Skripsi Empip Hapipah yang berjudul Praktek Gadai Tanah Sawah di

Desa Tegal Kunir kidul Kec. Mauk, Kab. Tanggerang, Banten (Tinjauan Hukum

Islam) tahun 2005. Dalam skripsinya penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Gadai tanah sawah di Desa Tegal Kunir Kidul merupakan praktek gadai yang
melenceng dan tidak sesuai dengan metode ‘urf sebagai sumber hukum
Islam yaitu ‘urf harus berlaku terus menerus (untuk semua peristiwa tampa
kecuali) atau kebanyakan berlaku (‘urf tersebut telah berlaku dalam
kebanyakan peristiwa), yaitu adanya perubahan pada adat istiadat masyarakat
setempat yang telah beralangsung turun-temurun dan keberadaannya
sekarang sudah tidak dipertahankan lagi oleh masyarakat yaitu mengenai
pembayaran cukai dari penerima gadai kepada peggadai.

2. Dalam pelaksanaan praktek gadai tanah sawah di Desa tegal Kunir Kidul,
Kec. Mauk, Kab. Tanggerang Banten, adalah tidak dibenarkan
kedudukannya dalam hukum Islam karena, pengambilan manfaat dari pihak
murtahin terdapat penyelewengan atau melenceng dari ketentuan-ketentuan
atau aturan-aturan yang telah digariskan dalam syari’at Islam, tetapi dari segi

akad yang berkaitan dengan rukun dan syaratnya gadai yang ada di

ZSupriadi, Gadai Tanah pada Masyarakat Bugis dalam Prespektif hukum Islam, Skripsi
Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004, him. 70-71.
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masyarakat Desa Tegal Kunir Kidul belum sempurna juga dari segi sigat
akad dan marhun dalam serah terima barang gadaian.

3. Praktek gadai tanah sawah tersebut terjadi tampa adanya batasan waktu
untuk pelunasan utang Penggadai, dan utang Penggadai itu sendiri dihitung
berdasarkan harga emas pada waktu pelunasan hutangnya.

4. Masyarakat Desa Tegal Kunir Kidul Kec. Mauk, Kab. Tanggerang, Banten.
Menurut hukum Islam praktek tersebut tidak dibenarkan atau tidak dapat
ditolerir, walaupun penggadai sudah merelakannya. Tetapi demi menjaga
nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan pada kedua belah pihak.?2

Berdasarkan beberapa literatur di atas maka penyusun menemukan
perbedaan dengan penelitian yang penyusun lakukan, yang dimaksudkan sebagai
berikut:

Penelitian ini belum pernah dilakukan oleh peneliti yang lain baik
mengenai tempat, materi penelitian, dan aspek-aspek yang lainnya. Selain itu
belum ada konsep hukum Islam yang mewakili terhadap materi penelitian ini.
Dalam kajian hukum adat juga tidak dijelaskan mengenai kondisi sosial ekonomi
masyarakat yang melakukan praktek gadai sehingga hal seperti ini dapat dijadikan
perbedaan dengan penelitian yang lain. Buku Hukum Gadai Syariah yang ditulis
oleh Zainuddin Ali nampaknya lebih longgar dalam dalam menerima realita yang

terjadi di dalam masyarakat akan tetapi tidak dijelaskan mengapa masyarakat

22 Empip Hapipah, Praktek Gadai Tanah Sawah di Desa Tegal Kunir Kidul, Kec. Mauk, Kab.
Tanggerang, Banten (Tinjauan Hukum Islam, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, tahun 2005, him. 76-77.
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sampai melakukan praktek gadai sebagaimana yang terjadi dalam masyatakat
pada umumnya, dengan demikian hal semacam ini juga menambah ragam
perbedaan penelitian yang penysun lakukan dengan penelitian yang lainnya.

. Kerangka Teoretik

Sesungguhnya syari’at Islam mengandung kemaslahatan bagi manusia

pada setiap hukumnya.? Allah SWT berfirman:

2 ellal) Xy V) Sl T Ty
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Ayat pertama di atas berbicara mengenai pengutusan Nabi Muhammad
SAW oleh Allah tidak lain hanya sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ayat ini
bersifat umum terhadap semua manusia baik yang berimanan atau yang tidak
beriman bahkan terhadap seluruh alam semesta. Sedangkan ayat yang kedua
berbicara lebih khusus untuk orang-orang yang beriman (membenarkan nabi dan
apa yang dibawanya) yaitu sebagai obat hati, petunjuk dan rahmat untuk kebaikan
di akhirat kelak.

Kemaslahatan dapat dicapai dengan lima perkara dimana manusia tidak
akan hidup dengan damai tampa ada ke-lima perkara tersebut. Lima perkara

tersebut yaitu:2°

23 Muhammad Abu Zahrah, Usil al-Fighi, ttp.: Beirut, hlm. 277
2Q.S. Al-Ambiya’ (21) : 107.

% Q.S. Yunus (10) : 57 frrr
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1. Hifzu al-Din (menjaga agama)

2. Hifzu al-Nafsi (menjaga jiwa)

3. Hifzu al-°‘Aqli (menjaga akal)

4. Hfzu al-Nasli (menjaga keturunan)
5. Hifzu al-Mal (menjaga harta)

Seluruh perintah Allah SWT bagi manusia untuk melakukannya
mengandung manfaat untuk dirinya baik secara langsung atau tidak. Manfaat itu
ada yang dirasakannya pada waktu itu juga dan ada yang dirasakan sesudahnya.
Umpamanya Allah SWT menyuruh shalat yang mengandung banyak manfaat
antara lain bagi ketenangan rahani dan kebersihan jasmani.?’

Dalam lapangan mu’amalat hukum Islam mengedepankan prinsip
menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan. Kepentingan umum
(altruisme) harus ditempatkan pada Garda depan, mendahului kepentingan
individu (egoisme). Karena itu dalam mu’amalat aspek hukum lIslam selalu
menjiwai kepentingan manusia secara bersama. Dengan prinsip mendahulukan
kepentingan banyak orang, sehingga dalam transaksi ekonomi atau dalam

hubungan perikatan, hukum Islam menolak bentuk transaksi tertentu yang

26 Muhammad Abu Zahrah, Usul al-Fighi, ttp.: Beirut, hlm. 277

27 Amir Syarifuddin, Ushul Figh, (Jakarta: Kencana), 11, 2008, him. 343.
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meskipun mendatangkan keuntungan bagi individu, seperti transaksi pembungaan
uang, garar, dan maisir.?®

Penghalalan dam pengharaman (pembolehan dan pelarangan) merupakan
hal yang sangat memerhatikan untuk kepentingan manusia itu sendiri, selain itu
hukum Islam pun cenderung kepada kemudahan dan keringanan yang dapat
sesuai dengan setiap situasi dan kondisinya di setiap zaman dan tempat. Hal itu
dapat dilihat dalam sejarahnya bahwa pemberlakuan suatu ketentuan dilaksanakan
secara bertahap.?®

Al-Qur’an memberikan ketentuan-ketentuan hukum mu’amalat yang

sebagian besar berbentuk kaidah-kaidah umum; kecuali itu jumlahnya pun amat

sedikit.®® Firman Allah:

315 &y £ ) el s 1B (B 1 e by S oy S50 14 Y,
ol Kedt s ¥y Koo (Bl o 5 o550 o F) S o 0ol 155 Y 15adt ol T
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2 Muhammad, Aspek Hukum dalam Muamalat, (Yogyakarta: Graha Ilmu), 2007, him. 24.
2% Gemala Dewi, Dkk, Hukum Perikatan Islam Indonesia (Jakarta: Kencana), 2005, him. 26.

30 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Mualamalat (hukum perdata Islam), (Yogyakarta:

UlI Press), 2009, him.14.

%1 Q.S. Al-Baqarah (2) : 188

2 Q.S. An-Nisa’ (4) : 29
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Pada ayat yang pertama di atas terdapat larangan memakan harta orang
lain dengan cara yang tidak benar. Sedangkan pada ayat yang kedua terdapat
larangan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar kecuali dengan
jalan yang halal yaitu dengan rela sama rela antara kedua belah pihak.

Sunnah rasul memberikan ketentuan-ketentuan yang lebih terperinci
daripada al-Qur’an. Apabila al-Qur’an menentukan bahwa perdagangan adalah
cara memperoleh rezeki yang halal, hadis-hadis nabi memberikan keterangan
perinciaannya, seperti larangan menjual barang yang bukan milik penjual (tampa
memperoleh kuasa dari pemiliknya), dilarang jual beli buah buahan belum masak
(pantas dipetik) dan sebagainya.

Dalam memberikan keterangan-keterangan tentang perincian hukum
mu’amalat itu sunnah rasul tidak mencakup seluruh aspek-aspeknya sampai
kepada yang sekecil-kecilnya. Dalam sunnah rasul pun banyak Kkita jumpai
ungkapan-ungkapan yang sebenarnya masih merupakan kaidah-kaidah umum
pula, misalnya nabi melarang jual beli yang mengandung unsur-unsur kesamaran
atau ketidak jelasan. Misalnya jual beli barang yang tidak dapat diketahui sifat-
sifatnya dengan jelas seperti membeli buah-buahan sebelum pantas dipetik yang
oleh pembelinya dibiarkan di atas pohon untuk pada beberapa waktu lagi

dipetik.3*

33Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Mualamalat (hukum perdata Islam), (Yogyakarta:
UlI Press), 2009, him.14

*Ibid, hlm. 15.
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Hukum mu’amalat 1slam mempunyai prinsip yang dapat dirumuskan
sebagai berikut:®
1. Pada dasarnya segala bentuk mu’amalah adalah mubah, kecuali yang

ditentukan lain ole al-Qur’an dan sunnah rasul.

2. Mu’amalat dilakukan atas dasar suka rela, tampa mengandung unsur-unsur
paksaan.

3. Mu’amalat dilakukan atas dasar mendatangkan manfaat dan mehingdarkan
mudarat dalam hidup masyarakat.

4. Mu’amalat dilaksanakan dalam memelihara nilai keadilan, menghindarkan
unsur-unsur penganiyaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam
kesempitan.

Sebagaimana uraian di atas nampak segala aspek dalam agama Islam
utamanya dalam hukum, Khususnya dalam bidang hukum mu’amalah selalu
mengandung masl/ahah bagi seluruh alam, dan manusia pada khususnya. Dengan
demikian hendaknya setiap praktek mu’amalah yang kita lakukan hendaknya
memperhatikan aspek mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan
kemudaratan.

Pengertian maslahah dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan
yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah

setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau

*1bid. HIm. 15.
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menghasilkan seperti mengasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti
menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudaratan atau kerusakan. Jadi
setiap yang mengandung manfaat patut disebut mas/alah. Dengan begitu
maslahah itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan
kemaslahatan, dan menolak atau menghindarkan kemudaratan.®

Di dalam al-Qur’an, berbagai turunan dari kata sa/uha banyak digunakan
tetapi bukan dalam kata-kata mas/ahat. Al-Qur’an mamakai kata zalama (berbuat
zalim), dan fasada (berbuat kerusakan). Selanjutnya kata salih, bentuk fa’il dari
saluha, banyak ditemukan dalam al-Qur’an.®’

Dari pengertian mas/ahah diatas juga dapat menggunakan dalil berupa
kaidah fiqih “addararu yuzalu*dan sebaliknya jika muddarat dihilangkan maka
maslahah akan didapatkan.

Karena praktek mu’amalah terus berkembang dari waktu ke waktu sesuai
dengan kondisi dan perkembangan zaman, maka suatu hal yang tidak dapat
dihindari yaitu adanya adat-adat lokal yang turut serta sebagai sumber dari

praktek-praktek mu’amalah yang berkembang tersebut. Maka dalam menyikapi

36 Amir Syarifuddin, Ushul Figh, jilid dua, (Jakarta: Kencana), 2008, him. 345.

37 Mudhofir Abdullah, Masa’il al-Fighiyyah (isu-isu figih kontemporer), (yogyakarta: Teras),
2011, him. 94-95.

%8\, , )\ Kemudaratan harus dihilangkan. Seperti dikatakan oleh ‘Izzuddin Ibu Abd al-

Salam bahwa tujuan syariat itu adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan.Apabila
diturunkan kepada tataran yang lebih konkrit maka maslahat membawa manfaat sedangkan mafsadah
mengakibatkan kemudaratan.
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hal semacam ini perlu adanya pembacaan terhadap teks agama baik itu al-Qur’an
maupun sunnah kemudian dibawa ke dalam realita yang terjadi dalam
masyarakat.

Salah satu diantara praktek-praktek mu’amalah itu adalah praktek
sandak-tanggep. Praktek sandak-tanggep termasuk dalam praktek mu’amalah
yang tidak terdapat dalam al-Qur’an maupun hadis nabi, maka asumsi dasarnya
praktek tersebut mubah. Selain itu karena praktek sandak-tanggep juga
merupakan adat, setidaknya terdapat kaidah-kaidah yang dapat dijadikan sebagai

basis teori, kaidah yang dimaksud yaitu:

39 352 sl

Kaidah ini diambil dari relitas sosial kemasyarakatan bahwa semua cara
hidup dan kehidupan itu dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma
yang sudah berjalan sejak lama sehingga mereka memiliki pola hidup dan
kehidupan sendiri secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang sudah dihayati

bersama. Jika ditemukan suatu masyarakat meninggalkan suatu ‘amaliyah yang

3Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan hukum).Sebelum Nabi SAW diutus, adat
kebiasaan sudah berlaku di masyarakat baik di dunia Arab maupun di bagian lain termasuk di
Indonesia. Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh
masyarakat tersebut.Nilai-nilai tersebut diketahui, dipahami, disikapi dan dilaksanakan atas dasar
kesadaran masyarakat tersebut.ketika Islam datang membawa ajaran yang mengandung nilai-nilai
uluhiyyah (ketuhanan) dan nilai-nilai insaniyah (kemanusiaan) bertemu dengan nilai-nilai adat
kebiasaan di masyarakat. Di antaranya ada yang sesuai dengan nilai-nilai Islam meskipun aspek
filosofisnya berbeda.Ada pula yang berrbeda bahkan bertentangan dengan nilai-niali yang ada dalam
ajaran Islam.Di sinilah kemudian ulama membagi adat kebiasaan yang ada di masyarakat menjadi al-
aadah al-shahiihah (adat yang sahih, benar, baik) dan ada pula al-aadah al-faasidah (adat yang
mafsadah, salah, rusak). H. A. Djazuli, Kaidah-kaidah Figih (kaidah-kaidah hukum Islam dalam
menyelesaikan masalah praktis), (Jakarta: Kencana), 2011, him. 78-79.
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selama ini sudah biasa dilakukan, maka mereka sudah dianggap mengalami
pergeseran nilai. Nilai-nilai seperti ini yang dikenal dengan sebutan ‘adat istiadat,
budaya, tradisi, dan sebagainya. Kebudayaan itu bisa dianggap sebagai
perwujudan aktivitas nilai-nilai dan hasilnya.*°

Dalam tradisi hukum adat di Indonesia juga dikenal istilah gadai dengan
sebutan yang berbeda-beda seperti pagang gadai (Minangkabau), adol sende
(Jawa), ngajual akad atau gade (Sunda), dan sebagainya. Gadai menurut hukum
adat, adalah perjanjian yang menyebabkan tanah seseorang diserahkan untuk
menerima sejumlah uang tunai, dengan permufakatan bahwa yang menyerahkan
tanah itu akan berhak mengambil tanahnya kembali dengan cara membayar
sejumlah uang yang sama dengan jumlah utang. Selama utang tersebut belum
lunas, maka tanah tetap berada dalam penguasaan yang meminjamkan uang
(pemegang gadai) dan selama itu pula hasil tanah seluruhnya menjadi hak
pemegang gadai, yang demikian merupakan bunga dari utang itu. Pada umumnya
masalah gadai tanah di Indonesia tidak ada perbedaan yang prinsipil. Perbedaan
hanya terletak pada pelaksanaan saja, misalnya di Aceh dalam aktanya harus
dicantumkan tentang ijab kabulnya, semintara di Minangkabau ada kebiasaan

pemegang gadai setiap tahunnya memberi kiriman nasi kepada yang menggadai.**

40 Dahlan Tamrin, Kaidah-kaidah Hukum Islam Kulliyah Al-khamsah, (Malang: UIN Maliki

Perss), 2010, him. 2003.

385.

41 A. Rahman Ritonga, Dkk, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT Intermasa), 2001, him.
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F. Metode Penelitian
Untuk mendapatkan data yang representatif, sistematis, dan terarah, maka
penyusun menggunakan metode sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis Penelitian yang penyusun lakukan adalah penelitian lapangan
dimana penyusun mencari data di lapangan kemudian diolah dan dianalis
untuk menentukan teori yang digunakan, selanjutnya akan dibahas dengan
referensi baik itu buku-buku, jurnal, skripsi dan lain-lain.
2. Sifat Penelitian
Penelitian yang penyusun lakukan yaitu penelitian kualitatif bersifat
deskriptif analitik komparatif dimana penyusun menggambarkan pokok
permasalahan yang diteliti kemudian dianalisis untuk menemukan teori yang
relevan, setelah menemukan teori maka akan dilakukan perbandingan
menggunakan teori-teori tersebut. Akan tetapi jika tidak ditemukan teori
yang relevan maka penelitian ini menghasilkan teori baru dalam kajian
hukum Islam, berbeda dengan hukum adat kemungkinan sudah ada teori
yang mewakili.
3. Lokasi Penelitian
Lokasi Penelitian ini berada di Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga,
Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jika dari ibu kota

Selong ke arah timur kira-kira 5 km kemudian ke utara 3 km.
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4. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data penyusun lakukan dengan beberapa cara:
a. Observasi

Penysusun mengalami dan mendatangi dimana terjadinya praktek
sandak-taggep pada saat penelitian, kemudian jika data dirasa kurang
peneliti berkunjung ke rumah-rumah masyarakat mulai dari masyarakat
biasa, tokoh adat, sampai tokoh agama yang pernah melakukan praktek
sandak-tanggep dan yang tidak pernah melakukannya, hal ini untuk
mencari penjelasan lebih lanjut mengenai praktek sandak-tanggep
tersebut.

b. Wawancara

Dalam mewawancara Subjek Penelitian penysusun menyusun
beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang akan
penyusun teliti, hal ini dilakukan agar data yang didapat benar-benar
mewakili apa yang penyusun teliti.

Para informan terdiri dari 14 orang secara acak. Para infoman terdiri
dari penyandak, penanggep, tokoh agama, tokoh adat serta perangkat
desa setempat. Pertanyaan-pertanyaan yang penyusun ajukan mulai dari
faktor-faktor yang mendorong penyandak dan penanggep melakukan

praktek sandak-tanggep, awal mula praktek sandak-tanggep.
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5. Pendekatan Masalah
Dalam penelitian ini penyusun menggunakan beberapa pendekatan
sebagai berikut:
a. Pendekatan Normatif
Dalam ranah hukum Islam pendekatan normatif dimaksudkan untuk
menjelaskan praktek sandak-tanggep menggunakan teks-teks agama
baik itu al-Qur’an maupun sunnah, kemudian ditentukan apakah
bersesuaian atau tidak bersesuaian dengan prinsip-prinsip mu’amalah
dalam Islam. Sedangkan dalam rahan hukum Adat pendekatan nortmatif
dimaksud untuk menjelaskan praktek sandak-tanggep berkenaan dengan
sejauh mana hukum adat yang sudah ada dapat menjelaskan praktek
tersebut.
b. Pendekatan Sosiologis
Dalam penelitian ini penyusun berupaya mengkaji sejauh mana
kondisi sosial masyarakat dapat mempengaruhi hukum demikian juga
sebaliknya. Penyusun akan mengelaborasi antara pendakatan normatif
dan sosiologis. Yang demikian tersebut merupakan sebuah keharusan
karena munculnya sebuah hukum tidak serta merta, melainkan banyak

aspek yang terdapat di dalamnya.
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6. Analisis Data
Metode analis data yang digunakan yaitu induktif yaitu menginduksi
fakta-fakta khusus (berangkat dari fakta khusus di lapangan) kemudian
disimpulkan menjadi sesuatu yang bersifat umum.
G. Sistematika Pembahasan
Adapun sistematika pembahasan penelitian ini sebagai berikut:

BAB | berisi pendahuluan, mulai dari latar belakang, pokok masalah,
tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi
penelitian, sampai sistematika pembahasan.

BAB Il berisi tentang beberapa praktek mu’amalah yang terdapat dalam
hukum Islam yang memiliki kaitan dengan praktek sandak-tanggep yang terjadi
di Desa Paok Lombok berupa kemiripan dan perbedaan antara keduanya. Begitu
juga berisi penjelasan tentang praktek gadai dalam hukum adat yaitu
menjelaskan ragam praktek gadai dalam hukum adat serta kekhususan masing-
masing daerah.

BAB Il menjelaskan praktek sandak-tanggep yang terdapat di Desa
Paok Lombok berupa gambaran wilayah penelitian. Begitu juga ulasan tentang
praktek sandak-tanggep sebagai sebuah ptaktek yang umum terjadi di Desa Paok

Lombok yang menjadi mata pencaharian terutama bagi warga miskin.
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BAB IV berisi tentang analisis hukum Islam dan hukum adat terhadap
praktek sandak-tanggep sebagai sebuah praktek yang mengedepankan prinsip
kemaslahatan utamanya bagi waga yang kurang mampu.

BAB V berisi penutup sebagai kesimpulan dari bab-bab sebelumnya.

Begitu juga berisi saran yang penyusun harapkan pada pihak yang terkait.
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BAB V

PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan apa yang sudah penyusun paparkan pada bab-bab
sebelumnya, maka penyusun mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek sandak-tanggep yang dilakukan oleh masyarakat Desa Paok Lombok
tidak diatur secara khusus dalam sumber hukum Islam baik itu al-Qur’an,
sunnah, dan figih Islam. Singkatnya sandak-tanggep bukanlah raAn atau
Bai’al-Wafa’. Praktek sandak-tanggep memiliki kemiripan yang signifikan
dengan praktek gadai dalam hukum adat, namun terdapat perbedaan yang
mendasar yaitu, objek jaminan (dalam hukum adat) atau di Desa Paok
Lombok disebut sebagai barang sandaan/tanggepan tidak boleh disandak
oleh penanggep kepada orang lain, sedangkan dalam praktek gadai pada tanah
adat lainya membolehkan atas izin pemilik tanah dalam hal ini adalah
penggadai. Selain itu mayoritas penyandak dari segi ekonomi termasuk orang
yang berada atau dalam ekonomi menengah ke atas. Tidak ada penanggep
yang lebih kaya dari penyandak. Tentu hal semacam ini juga kita temukan
dalam gadai hukum adat, namun tidak jarang juga kita temukan sebaliknya.
Praktek sandak-tanggep pada masyarakat Desa Paok Lombok sah
berdasarkan rukun, sah dan halal menurut tujuan syarat dan syara’.Praktek

sandak-tanggep yang terdapat di Desa Paok Lombok bertujuan untuk saling
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bantu membantu antara orang yang lebih berada, dalam hal ini adalah
penyandak, terhadap orang di bawahnya, dalam hal ini adalah penanggep.
Adapun mengenai tanah yang dimanfaatkan oleh penanggep penyusun
menyebutnya sebagai tukar manfaat antara tanah penyandak oleh penanggep
dan uang penanggep oleh penyandak. Pada dasarnya objek jaminan pada
praktek gadai dalam hukum Islam tidak boleh dimanfaatkan karena dinilai
mengandung unsur riba kecuali Mazhab Hanafi yang membolehkan dan tidak
menamakannya sebagai riba karena telah memperoleh izin dari pemilik
barang, mereka beralasan pemilik barang boleh mengizinkan kepada siapa
saja yang diinginkannya untuk menggunakan hak miliknya termasuk
mengambil manfaat barangnya. Uang yang diberikan kepada penanggep
dalam praktek sandak-tanggep bukanlah hutang sebagaimana dalam rahn.
Oleh karena itu penyusun menyebutnya sebagai uang sandaan/tanggepan
karena penyandak tidak membutuhkan uang tersebut untuk kebutuhan
mendesak karena pada dasarnya penyandak memiliki persedian yang lebih
untuk kebutuhan sehari hari dan dalam jangka panjang. Sedangkan penanggep
memanfaatkan tanah tanggepan untuk kebutuhan sehari-hari yang mendesak,
kelebihan dari hasil pemanfaatan tersebut akan ditabung untuk persedian di
masa mendatang. Oleh karena praktek sandak-tanggep yang terdapat di Desa
Paok Lombok tidak diatur secara khusus dalam hukum Islam, juga terdapat

banyak perbedaan yang mendasar dengan raAn dalam hukum Islam, selain itu
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terdapat perbedaan juga dalam hukum adat pada umumnya, maka penyusun
berkesimpulan praktek sandak-tanggep ini termasuk dalam praktek yang
Khusus berlaku masyarakat Sasak yang berada di Desa Paok Lombok.
Dengan demikian penyusun mengatakannya sebagai figih lokal masyarakat
Sasak yang berada di Desa Paok Lombok.

2. Nampaknya rahn sebagaimana yang terdapat dalam hukum Islam berbeda
dengan gadai yang terjadi pada hukum Adat pada umumnya. Jika kita selalu
melihat sesuatu praktek berdasarkan pada persamaan dan perbedaan maka
tidak akan ada perkembangan dalam hukum. Contohnya dalam tulisan ini,
jika kita memaksakan apa yang terjadi dalam masyarakat adat dalam hal ini
adalah praktek sandak-tanggep sama dengan raAn dalam hukum Islam, maka
menurut pendapat mayoritas praktek tersebut haram dilakukan. Akan tetapi
jika kita melihat tujuan apa yang dicapai oleh praktek tersebut maka kita akan
mendapatkan sesuatu yang berbeda. Ada hal-hal tertentu dalam kearipan lokal
masyarakat adat yang mana itu tidak dijelaskan dalam bentuk tulisan namun
masyarakat adat sangat merasakan manfaatnya.

Dengan demikian, mengacu pada apa yang penyusun sampaikan di
atas, maka praktek sandak-tanggep yang terjadi di Desa Paok Lombok sah

dan halal dilaksanakan.

B. Saran
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Penyusun sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari
sempurna bahkan lebih dari itu. Bertalian dengan hal tersebut penyusun
menyarankan para peneliti selanjutnya lebih giat dan tekun dalam melakukan

penelitian lanjutan guna mendapatkan hasil yang memuaskan.



88

Daftar Pustaka
Kelompok al-Quran
Al-Qur’anul Karim, Bandung: Jumanah al-Ali-Art, 2006

Shihab. M. Quraish, Tafsir Al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur’an,
Jakarta: Lentera Hati, 2006

Kelompok Hadis

Al-Bukhari. Abi ‘Abdillah Muhammad Ibu Isma’il, Sahih al-Bukhari, (Beirut: Dar
Ibnu Kasir), 2002.

Asy-syaukani, Nail al-Autar, ttp.: t.t.

Ni’amurrahman. Nanang (Ed), Ensiklopedi Hadits Shahih Bukhari, Jakarta:
Almahira, 2013.

Kelompok Buku Figih

Abdullah. Mudhofir, Masail Al-fighiyyah (isu-isu figih kontemporer), yogyakarta:
Teras, 2011

Ali. Zainuddin, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika), 2008

Anshori. Abd Ghofur, Gadai Syariah di Indonesia Konseplmplementasi dan
Institusionalisasi, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011

Attayyar. Abdullah Bin Muhammad, Dkk, A/-Fighu Muyassar Qismu al-Mu’amalat,
Mausi’ah Fighiyyah Hadisah ahkama al-Fighi al-Islami bi Uslub Wadih Ii al-
Mukhtassin wa Gairihim, alih bahasa; Miftahul Khairi, (Yogyakarta:
Maktabah al-Hanif, 2004

Az-Zuhaili. Wahbah, Figih Islam wa Adillatuhu, alih bahasa; Abdul Hayyie al-
Kattani , Jakarta: Gema Insani, 2011

Djuwaini. Dimyauddin, Pengantar Figih Muamalah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2010.

Ghazaly. Abd Rahman DKk, Figih Muamalah, Jakarta: kenana, 2012

Mausu’ah Fighiyyah Hadisah Tatanawalu Ahkamal Fighi al-Islamy Bi Uslub Wadih
Lial-Mukhtassin Wa Gairihim), Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009

Muslich. Ahmad Wardi, Figih Muamalah, Jakarta: Amzah, 2010



89

Ritonga. A. Rahman, DKk, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT Intermasa, 2001

Sasli Rais, Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian
Kontemporer), Jakarta: Ul Press, 2005

Kelompok Skripsi

Isti’anah, “Praktek Gadai Tanah Sawah ditinjau dari Hukum Islam Studi di Desa
Harjawinangun Kec. Balapulang Kab. Tegal, Skripsi Fakultas Syariah UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Laila Isnawati, Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Brunggang Sangen Desa
Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo (sebuah kajian normatif dan
sosiologi Hukum Islam, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2008

M. Iskandar Asmayadi, Status Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Imam Abu
Hanifah dan Imam Asy-Syafi’i, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2007

Supriadi, Gadai Tanah pada Masyarakat Bugis dalam Prespektif hukum Islam,
Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004S

Kelompok Buku Lain

Basyir. Ahmad Azhar, Asas-Asas Hukum Mualamalat (Hukum Perdata Islam),
Yogyakarta: Ull Press cet ke 3), 2009

Basyir. Ahmad Azhar, Pokok-pokok Persoalan Filsafat hukum Islam, Yogyakarta:
Ull Press, 2011

Bzn. B. Ter haar, Asas-asas dan Tatanan Hukum Adat, Bandung: Mandar Maju, 2011
Dewi. Gemala, Dkk, Hukum Perikatan Islam Indonesia, Jakarta: Kencana, 2005

Djazuli. H. A. Kaidah-Kaidah Figih (kaidah-kaidah hukum Islam dalam
menyelsaikan masalah praktis), Jakarta: Kencana, 2011

Hanafi. Hasan, DKk, Islam dan Humanisme (aktualisasi humanisme islam di tengah
krisis humanisme universal, (Semarang: IAIN walisongo bekerjasama dengan
Pustaka Pelajat), 2007

Hidayatullah. Syarih, Qawa’id Fighiyyah dan Penerapannya Transaksi Keuangan
Syari’ah Kontemporer, Jakarta: Gramata Publishing, 2012



90

Muhammad, Aspek Hukum dalam Muamalat, Yogyakarta: Graha Iimu, 2007

Rahman. Asmuni A, Kaidah-kaidah Fiqih (gawa’idul Fighiyyah), Jakarta: Bulan
Bintang, 1976

Salih Abdullah bin, Sarhu al-Waraqat fi Usul al-Fighi, ttp, t.t
Sudiyat. Imam, Hukum Adat Sketsa Asas, Yogyakarta: Liberty, 1978
Syarifuddin. Amir, Ushul Figh, 1I, Jakarta: Kencana, 2008

Tamrin. Dahlan, Kaidah-kaidah Hukum Islam Kulliyah Al-khamsah, Malang: UIN
Maliki Press, 2010.

Zahrah. Muhammad Abu, Usulu al-Figh, ttp.:Dar al-Fikr, t.t



Lampiran I

TERJEMAHAN

Hlm

Foot Note

Terjemahan

BAB I

19

Dan tidaklah kami mengutus kamu kecuali untuk
(menjadi) rahmat bagi seluruh alam.

19

Hai manusia, sesungguhnya telah dating kepadamu
pelajaran dari tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-
penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta
rahmat bagi orang-orang yang beriman.

21

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta
sebahagian yang lain diantara kamu dengan cara yang
bathil dan (janganlah) membawa (urusan) harta itu
kepada hakim, supaya kamu dapat memakan
sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan
(jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui

21

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan
suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu
membunuh  dirimu, sesungguhnya Allah maha
penyayang kepadamu

25

adat dapat dipertimbangkan menjadi hukum

BAB II

32

Tiap-tiap diri tertahan (bertanggung jawab) terhadap
apa yang telah diperbuatnya

34

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak
secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang
penulis, maka hendaknya ada barang tanggungan yang
dipegang

35

Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan
meminjamkan kepadanya baju besi

10

35

tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik
yang menggadaikannnya. la memperoleh manfaat dan
menanggung resikonya

11

36

Tunggangan (kendaraan) kendaraan yang digadaikan
boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan
binatang ternak yang digadaikan dapat diperah
susunya dengan menanggung biayanya bagi yang
menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib




menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan

12

36

Nabi Saw pernah menggadaikan baju besinya untuk
mendapatkan gandum. Kemudian aku pergi menemui
Nabi Saw dengan menemui Nabi dengan membawa
roti gandum dan minyak yang sudah tengik. Aku
pernah mendengar orang berkata pada pagi dan sore
hari, keluarga Muhammad tidak memiliki makanan
kecuali hanya 1 sha’, padahal beliau memiliki
sembilan istri.

13

BAB IV

14

60

Adat dapat dipertimbangkan menjadi hukum

15

61

Kami tidak mengutus kamu (Muhammad) melainkan
menjadi rahmat bagi seluruh alam.

16

64

Asal dalam muamalah boleh kecuali ada dalil yang
mengharamkan

17

64

Jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak
menemukan seorang pencata maka hendaknya ada
barang yang ditahan

18

65

Nabi Saw pernah menggadaikan baju besinya untuk
mendapatkan gandum. Kemudian aku pergi menemui
Nabi Saw dengan menemui Nabi dengan membawa
roti gandum dan minyak yang sudah tengik. Aku
pernah mendengar orang berkata pada pagi dan sore
hari, keluarga Muhammad tidak memiliki makanan
kecuali hanya 1 sha’, padahal beliau memiliki
sembilan istri.

19

67

Tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa

20

72

Dan jika (orang yang berhutang) dalam kesulitan,
maka belilah tangguh sampai ia berkelapangan

21

65

Pada dasarnya hal yang berkenaan dengan muamalah
hukumnya adalah boleh dilaksanakan sampai ada dalil
yang menyatakan keharamannya

22

65

Dan jika kalian dalam perjalanan sedangkan kalian
tidak menemukan seorang penulis, maka hendaknya
ada barang tanggungan yang dipegang

23

73

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan
syaitan lantaran penyakit gila

24

73

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah

25

73

Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada
Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum
dipungut)

II




26

73

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
memakan riba dengan berlipat ganda

27

73

Dan disebabkan karena mereka memakan riba,
padahal sesungguhnya mereka telah dilarang
daripadanya, dank arena mereka memakan harta benda
orang dengan jalan yang batil. Kami telah
menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara
mereka itu siksa yang pedih.

28

73

Dan satu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia
bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak
bertambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu
berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk
mencapai keridhaan Allah, maka (yang demikian)
itulah  orang-orang yang melipat gandakan
(pahalanya).

III




Lampiran II

PEDOMAN WAWANCARA

Untuk Pemerintah

1. Apakah pemerintah mengetahui apabila masyarakat melakukan sandak-
tanggep?

2. Apakah pelaksanaan sandak-tanggep itu dicatat dalam agenda desa?

3. Apakah dalam perjanjian sandak-tanggep tersebut pemerintah diundang untuk
menyaksikan?

4. Bagaimana pelaksanaan akad sandak-tanggep yang diketahui oleh
pemerintah?

5. Menurut landasan hukum apa akad sandak-tanggep dilakukan?

6. Bila terjadi suatu permasalahan tentang sandak-tanggep tanah, apakah pihak
pemerintah dilibatkan?

7. Apakah ada terjadi tanah yang sudah disandak kemudian disandakkan lagi
oleh penanggep kepada orang lain?

Untuk Tokoh Masyarakat

1. Apakah yang menjadi dorongan masyarakat untuk melakukan akad sandak-
nanggep?

2. Bagaimana perbandingan kondisi ekonomi masyarakat yang melakukan
praktek sandak-tanggep (antara penyanndak dan penanggep)?

3. Bagaimanakah bentuk akad sandak-tanggep sawah di Desa Paok Lombok?

4. Bagaimana Pandangan tokoh masyarakat tentang akad sandak-tanggep sawah
yang terjadi di Desa Paok Lombok?

5. Bagaimana kedudukan sawah yang telah sandak?

6. Hak apa yang dipunyai oleh penyandak dan penanggep?

7. Apakah boleh menyandakkan kepada orang lain tanah yang sudah diterima
(ditanggep) oleh Penanggep?

8. Bagaimana sistem transaksi sandak-tanggep sawah di desa Paok Lombok?

Untuk Penyandak

1. Apakah yang menjadi dorongan bapak/ibu/saudara dalam menyandak tanah
sawah?

2. Bagaimana cara menawarkan sawah yang akan disandak?

3. Apakah penyandak bertemu langsung dengan penanggep pada saat transaksi?
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4. Siapakah yang melakukan akad pelaksanaan sandak-tanggep?

5. Sejak kapan penyandak menerima uang hasil dari sandak sawah?

6. Apakah pihak penyandak yang menentukan besaran uang yang harus
dikeluarkan oleh penanggep?

7. Sejak kapan Penyandak menyerahkan sawah yang disandak kepada
penanggep sawah?

8. apakah dalam pengembalian barang sandak besaran uang yang dikembalikan
disesuaikan dengan perkembangan nilai uang?

9. apakah ada pembagian hasil atas pemanfaatan tanah sandak kepada
penyandak?

Untuk Penanggep

1. Apakah yang menjadi dorongan bapak/ibu/saudara dalam melaksanakan
praktek tanggep/nanggep?

2. Bagaimana cara menerima tanah tanggepan?

3. Apakah penanggep dan penyandak bertemu langsung pada saat transaksi?

4. Siapa saja yang terlibat dalam transaksi dalam sandak-tanggep?

5. Sejak kapan penanggep menyerahkan uang kepada penyandak?

6. Apakah ada batasan waktu yang ditentukan kemmbalinya tanah kepada
penyandak saat berlangsungnya transaksi sandak-tanggep?

7. Apakah penanggep menentukan batas waktu dalam transaksi sandak-tanggep
sawah?

8. Sejak kapan penanggep menerima sawah yang ditanggep?

9. Apakah penanggep menentukan besaran uang dalam transaksi sandak-

tanggep sawah?



DAFTAR ANGKET PENELITIAN
Untuk Penyandak

1. apa yang mendorong bapak/ibu/saudara menyandak tanah?
Kebutuhan sangat mendesak
Kebutuhan yang mendesak
Sekedar ingin memenuhi kebutuhan yang tidak mendesak
Untuk menambah uang tabungan
Ingin membeli barang mewah
Membeli tanah
2. Bagaimana cara menawarkan tanah yang disandak?
a. Usaha sendiri
b. Melalui perantara
3. Apakah pihak penyandak bertemu langsung dengan penanggep?

Mo oo o

a. Ya
b. tidak

4. Siapa yang melakukan akad pelaksanaan sandak-tanggep?
a. Sendiri

b. Orang yang dipercaya
5. Sejak kapan penyandak menerima uang hasil sandak sawah?
a. Sejak dilakukan akad
b. Beberapa hari/minggu/bulan setelah dilakukan akad
6. Apakah pihak penyandak menentukan batasan waktu dalam menyandak
tanah?
a. Ya
b. Tidak
7. Sejak kapan penyandak menyerahkan tanah yang disandak kepada
penanggep?
a. Sejak dilakukan akad
b. Beberapa hari/minggu/bulan setelah akad

Untuk Penanggep

1. apa yang mendorong bapak/ibu/saudara menanggep tanah?
a. Kebutuhan yang mendesak.
b. Sekedar ingin memenuhi kebutuhan yang tidak mendesak
c. Untuk menambah uang tabungan
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d. Ingin membeli barang mewah

. Bagaimana cara mendapatkan tanggepan?

a. Usaha sendiri

b. Melalui perantara

. Apakah pihak penanngep bertemu langsung dengan penyandak?
a. Ya

b. tidak

Siapa yang melakukan akad pelaksanaan sandak-tanggep?

a. Sendiri

b. Orang yang dipercaya

Sejak kapan penanggep menyerahkan uang tangge?

a. Sejak dilakukan akad

b. Beberapa hari/minggu/bulan setelah dilakukan akad

. Apakah pihak penanggep menentukan batasan waktu dalam menanggep?
a. Ya

b. Tidak
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Hasil anket di atas menunujukan bahwa penyandak pada saat menyandak
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penanggep menanggep sawah karena kebutuhan yang mendesak kecuali hanya satu
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tidak membuatnya berhenti menanggep sawah/kebun, ini karena sudah terbiasa kerja
keras. Prinsip ini ditanamkan terhadap semua anak-anaknya.
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Menunjuk surat Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta. Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/550/2015, tanggal 13 maret 2015, perihal
Mohon ljin Penelitian. Untuk itu, dipermaklumkan bahwa kegiatan penelitian dilaksanakan di
Wilayah Kerja Saudara oleh : :

Nama : NASSIL QURANI

NIM : 11360014

Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa

Alamat . Paok Lombok

Instansi / Badan - Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tujuan / Keperluan . Untuk memperoleh data

Judul / Tema : “Praktik Sandak-Tanggep Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam

" (Studi di Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten
Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat'.
Tanggal Pelaksanaan . 31 Maret 2015 sid 31 April 2015

Untuk kelancaran pelaksanaan penelitian dimaksud kiranya kepada yang
bersangkutan dapat dibantu seoptimal mungkin dan atas bantuan serta kerjasama yang baik
kami ucapkan terima kasih.
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1. Bupati Lombok Timur di Selong;

2. Kepala Bakesbang dan Poldagri Kab. Lombok Timur di Selong;

3. Camat Suralaga di Suralaga; :

4. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta di Yogyakarta
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Lampiran V

CURRICULUM VITAE
Nama Lengkap : Nassil Qurani
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum
NIM : 11360014
Tempat Tgl. Lahir : Paok Lombok, 07 November 1992
Alamat Asal : Dusun Paok Lombok Barat, Paok Lombok, Suralaga,
Lombok Timur, Nusa tenggara Barat

Alamat di Yogyakarta : Demangan Baru GK 1/236 RT 4 RW 2 Yogyakarta
Nama Orang Tua

Ayah : Abd Hamid, BA, S. Pdi

Ibu : Masru’ah
Riwayat Pendidikan

1. MI Unwanul Falah NW Paok Lombok lusus tahun 2003
MTS Unwanul Falah NW Paok Lombok lusus tahun 2009
MA Unwanul Falah NW Paok Lombok lulus tahun 2011
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UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta masuk tahun 2011

Yogyakarta, 1 Juni 2015

Penysusun

Nassil Qurani
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